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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya memiliki beberapa faktor

yang saling terikat dan berpengaruh. Salah satu faktor tersebut yang sangat

penting untuk menggerakan faktor lainnya yaitu sumber daya manusia. Oleh

karena itu organisasi dituntut untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya

manusia. Dalam organisasi pemerintah, pencapaian tujuan dipengaruhi oleh

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusianya. Sejumlah

keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi

kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 10, menyatakan bahwa pegawai

ASN memiliki 3 (tiga) fungsi. Fungsi pertama adalah pelaksana kebijakan publik,

fungsi kedua adalah pelayan publik, dan terakhir fungsi sebagai perekat dan

pemersatu bangsa. Ketiga peran ini akan dilaksanakan semua ASN tidak

terkecuali di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk mendapatkan ASN

yang mampu mengimplementasikan 3 (tiga) fungsi tersebut dengan optimal maka

perlu disiapkan sejak mereka masih Calon ASN. Sejalan dengan telah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan merujuk pada pasal 34 ayat (1), (2), dan

(3), CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, yang

merupakan masa prajabatan. Dimana masa prajabatan dimaksud dilaksanakan

melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat

(1), pelatihan dasar (Latsar) CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi

CPNS secara terintegrasi, dimana kompetensi yang dikembangkan merupakan

kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
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Pembentukan karakter ini meliputi integritas moral, kejujuran, semangat dan

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan

bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Dengan demikian, pelatihan dasar merupakan kegiatan yang sangat

penting bagi para CPNS. Bahkan, CPNS diharapkan memiliki sikap-perilaku dan

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pergeseran budaya society 5.0

(Suharsono & Uluwiyah, 2020). Salah satu output dalam pelatihan dasar ini

adalah adanya aktualisasi dari CPNS, melalui proses analisis dan penyelesaian isu

sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri

PAN-RB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Analis SDM Aparatur (SDMA), dan

merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat (1) unsur kegiatan tugas Analis SDMA yang

diakui angka kreditnya yaitu sistem manajemen aparatur sipil negara, manajemen

sumber daya aparatur aparatur strategik & reformasi birokrasi, analisis dan

rancangan organisasi publik, serta proses dan analisis kebijakan/regulasi bidang

sumber daya manusia aparatur. Penulis berfokus pada unsur tugas sistem

manajemen ASN, dengan sub unsur sistem informasi ASN.

Tugas jabatan pengelolaan sistem informasi ASN tersebut sangat relevan

dengan tugas dan fungsi unit kerja. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional berada

di bawah Biro SDMA dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro SDMA.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah

diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 24 Tahun 2021, Bagian Pembinaan

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan, dan

pengembangan sistem informasi jabatan fungsional.

Salah satu bentuk sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan

adalah database Jabatan Fungsional (JF) binaan Setjen DPR RI dari berbagai

daerah di Indonesia. database adalah kumpulan data yang terorganisir, saling

terhubung, sehingga dapat diakses dengan mudah. database harus memberikan

efisiensi media penyimpan (storage), update, dan penampilan kembali data-data.

database juga harus andal, yaitu memiliki integritas tinggi yang memberikan
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kepercayaan bagi para pengguna terhadap data. Terakhir, database harus dapat

beradaptasi (Wati dkk, 2018). database merupakan suatu sistem atau perangkat

lunak yang dibuat untuk mengelola basis data dan menjalankan operasi terhadap

data yang dibutuhkan banyak pengguna (Rizki & Pasaribu, 2021).

Database berperan penting dalam perkembangan teknologi, melalui

kumpulan datanya yang lengkap dan terorganisir. Kebutuhan data pada suatu

aplikasi maupun teknologi lainnya menjadi lebih mudah terpenuhi. Database JF

binaan Setjen DPR RI tersebut sangatlah penting, mengingat sangat membantu

setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya database Jabatan

Fungsional (JF) Binaan yang terpadu dan mudah diakses, sehingga membuat

pengelolaan data JF menjadi kurang optimal. Belum adanya pengelolaan database

menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional.

Menurut Abdurahman (2018), suatu sistem dibuat untuk mempermudah

membantu pengelolaan data secara efisien, dan sebagai media informasi. Dengan

demikian, sebagai Analis SDM Aparatur yang salah satu butir kegiatannya adalah

pengelolaan sistem informasi ASN harus mendukung penyelesaian tersebut.

Berdasarkan berbagai proses analisis isu, penulis mengambil aktualisasi

“Peningkatan Pengelolaan Data Jabatan Fungsional Dengan Mewujudkan

Dashboard Database Terpadu”. Dalam pelaksanaan aktualisasi tersebut, penulis

menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK, yang merupakan akronim

dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,

dan Kolaboratif.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan aktualisasi ini

adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
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Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis

Sumber Daya Manusia Aparatur;

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tahun 2020-2024.

1.3. Tujuan

Tujuan pelaksanaan aktualisasi dilakukan untuk menerapkan pengetahuan

di unit kerja peserta Latsar CPNS yang diperoleh selama pendidikan dan

pelatihan. Terdapat beberapa tujuan dari kegiatan aktualisasi:

1. Untuk mendorong kemampuan Calon PNS dalam menerapkan nilai

BerAKHLAK;

2. Untuk mendorong kemampuan Calon PNS dalam menerapkan

wawasan kebangsaan dan menganalisis isu kontemporer;

3. Untuk mendorong kemampuan Calon PNS dalam menerapkan

manajemen ASN dan Smart ASN;

4. Untuk mendorong kemampuan Calon PNS dalam menyesuaikan diri

dengan lingkungan kerjanya;

5. Untuk mendorong kemampuan Calon PNS dalam menjalankan fungsi

ASN secara optimal.
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1.4. Manfaat

Setelah menjalani serangkaian Latsar, diharapkan peserta mendapatkan

beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Calon PNS mampu menerapkan nilai BerAKHLAK;

2. Calon PNS mampu menerapkan wawasan kebangsaan dan menganalisis

isu kontemporer;

3. Calon PNS mampu menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN;

4. Calon PNS mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya;

5. Calon PNS mampu menjalankan fungsi ASN secara optimal.
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BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

2.1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai

Kesekretariatan Lembaga. Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan

berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

harus menjadi supporting system yang profesional dan modern. Salah satu upaya

mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan

melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola

pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan

pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Berdasarkan Persekjen DPR RI Nomor 18 Tahun 2021, Visi Sekretariat Jenderal

DPR RI adalah “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam

mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional,

baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam

pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.2. Profil Unit Kerja

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional terbentuk berdasarkan Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Setjen DPR RI sebagaimana diubah oleh Persekjen DPR RI Nomor 24

Tahun 2021. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut, Bagian Pembinaan
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Jabatan Fungsional berada dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan

bertanggung jawab kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pembentukan Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional bertujuan untuk lebih

mengoptimalkan pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional yang ada di

Sekretariat Jenderal DPR RI terutama jabatan fungsional di bawah binaan

Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional

yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional;

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pembinaan jabatan fungsional

yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal;

c. pengelolaan jabatan fungsional;

d. pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional;

e. pengolahan data jabatan fungsional;

f. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan sumber daya

manusia;

g. pelaksanaan analisis sumber daya manusia;

h. pelaksanaan dukungan tata usaha Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional; dan

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Sumber

Daya Manusia Aparatur.

Sebagai unit kerja yang baru dibentuk, bagian pembinaan jabatan

fungsional memiliki beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan, yaitu:

a. Alur dan capaian kerja yang belum optimal;

b. Sumber daya manusia (man power) yang masih terbatas;

c. Oleh karena itu, dalam melaksanakan setiap kegiatan harus didasarkan

pada prinsip efektifitas dan efisiensi.
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2.3. Struktur Unit Kerja

Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Sumber: Persekjen DPR RI Nomor 24 Tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka jabatan penulis berada pada

kelompok jabatan fungsional di Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional di bawah

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.

2.4.Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis SDMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya

Manusia Aparatur, dan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Analis SDMA adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis,

evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam

konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Jabatan Fungsional Analis

SDMA termasuk dalam rumpun Manajemen dan merupakan jabatan karir PNS. Jabatan

Fungsional Analis SDMA merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
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Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis

SDMA, dan merujuk pada ketentuan pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Jenjang

Jabatan Fungsional Analis SDMA sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a) Analis SDMA Ahli Pertama;

b) Analis SDMA Ahli Muda;

c) Analis SDMA Ahli Madya; dan

d) Analis SDMA Ahli Utama.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat

maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur Ahli Muda sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam

Peraturan Perundangan. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis SDM

Aparatur yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:

a) sistem manajemen aparatur sipil negara,

b) manajemen sumber daya aparatur aparatur strategik & reformasi

birokrasi,

c) analisis dan rancangan organisasi publik,

d) serta proses dan analisis kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia

aparatur

Merujuk pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020, rincian sub unsur Analis

SDMA tingkat ahli pertama antara lain:

1. menyusun kebutuhan aparatur sipil negara sesuai pedoman dan

peraturan perundang-undangan;

2. menyusun rancangan pengadaan aparatur sipil negara sesuai pedoman

dan peraturan perundang-undangan;

3. menyusun kerangka kerja pangkat dan jabatan aparatur sipil negara
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sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;

4. menyusun kerangka kerja pengembangan karir aparatur sipil negara

sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;

5. menyusun pola karier aparatur sipil negara sesuai pedoman dan

peraturan perundang-undangan;

6. menyusun kerangka kerja promosi aparatur sipil negara sesuai

pedoman dan peraturan perundang-undangan;

7. menganalisis proses promosi aparatur sipil negara;

8. menyusun kerangka kerja mutasi aparatur sipil negara sesuai pedoman

dan peraturan perundang-undangan;

9. menyusun kerangka kerja penugasan aparatur sipil negara sesuai

pedoman dan peraturan perundang-undangan;

10. merancang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi aparatur

sipil negara;

11. menyusun kerangka kerja sistem manajemen kinerja aparatur sipil

negara terintegrasi sesuai pedoman dan peraturan perundangan;

12. menyusun perencanaan kinerja aparatur sipil negara;

13. melakukan monitoring/pemantauan kinerja aparatur sipil negara;

14. melaksanakan layanan konseling kinerja pegawai;

15. menyusun instrumen penetapan penciptaan ide baru dan/atau cara baru

dalam peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi organisasi/ Negara;

16. menyusun dokumen tindak lanjut penilaian kinerja;

17. menganalisis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dan/atau

penghargaan lain berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja;

18. merancang manajemen kinerja organisasi berdasarkan balance

scorecard atau sistem lain;

19. menyusun kerangka kerja disiplin aparatur sipil negara sesuai pedoman

dan peraturan perundang-undangan;

20. menyusun kerangka kerja sistem penghargaan aparatur sipil negara

sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;

21. menyusun kerangka kerja sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas
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aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan

perundang-undangan;

22. menyusun kerangka kerja pemberhentian aparatur sipil negara sesuai

pedoman dan peraturan perundang-undangan;

23. menyusun kerangka kerja jaminan pensiun dan jaminan hari tua

aparatur sipil negara sesuai pedoman dan peraturan

perundang-undangan;

24. menyusun kerangka kerja perlindungan aparatur sipil negara sesuai

pedoman dan peraturan perundang-undangan;

25. menyusun kerangka kerja cuti aparatur sipil negara sesuai pedoman dan

peraturan perundang-undangan;

26. menyusun kerangka kerja sistem informasi aparatur sipil negara sesuai

pedoman dan peraturan perundang-undangan;

27. menyusun kerangka kerja sistem manajemen SDM aparatur strategik

berbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas

sesuai pedoman dan peraturan perundangan-undangan;

28. menyusun struktur/kelembagaan/tatalaksana/ proses bisnis unit

kerja/instansi;

29. menyusun kerangka kerja proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang

sumber daya manusia aparatur; dan

30. melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian

aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan tugas dan fungsi Analis SDMA, terdapat aksi yang dapat

diberikan oleh Analis SDMA untuk meningkatkan efisiensi kegiatan Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan

teknologi informasi dalam kegiatan sistem manajemen ASN.

2.5. Selayang Pandang Nilai-Nilai BerAKHLAK

Ada lima nilai-nilai dasar ASN yang harus diterapkan selama menjalankan

tugas dan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar tersebut adalah Berorientasi Pelayanan,

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Berdasarkan
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Mata Pelatihan yang sudah diikuti, nilai-nilai BerAKHLAK dijelaskan sebagai

berikut:

2.5.1. Berorientasi Pelayanan

Penjabaran berikut ini akan mengulas mengenai panduan perilaku/kode

etik dari nilai Berorientasi Pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu:

a. Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku

Berorientasi Pelayanan yang pertama ini diantaranya:

1. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

2. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

3. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan

4. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

b. Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan

Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan

panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya:

1. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

2. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan

program pemerintah;

3. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

c. Melakukan Perbaikan Tiada Henti

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku

Berorientasi Pelayanan yang ketiga ini diantaranya:

1. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada

publik.

2. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

2.5.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibility atau tanggung jawab.

Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.
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Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari

moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung

jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat.

Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah:

a. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,

cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

b. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

c. Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan

berintegritas tinggi.

2.5.3. Kompetensi

Kompetensi merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang dapat dilihat dari kemampuan dan perilaku

seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Prinsip Pengembangan Kompetensi ASN:

a. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun

individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai

dengan kebutuhan organisasi dan pegawai;

b. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan

kompetensi;

c. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan;

d. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam

pengangkatan jabatan dan pengembangan karir.

Terdapat beberapa kata kunci dalam perilaku ASN yang kompeten, yaitu:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu

berubah;

b. Membantu orang lain belajar;

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

2.5.4. Harmonis

Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil.

Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan
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yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku

diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. PNS juga harus bisa mengayomi

kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan,

peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Terdapat kata

kunci dalam berperilaku harmonis bagi ASN, yaitu:

a. Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya;

b. Suka menolong orang lain;

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

2.5.5. Loyal

Secara harfiah loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan. Kesetiaan timbul

bukan dengan paksaan, namun timbul dari kesadaran sendiri. Loyal juga

didefinisikan sebagai tindakan memberi/menunjukkan dukungan dan kepatuhan

yang teguh kepada seseorang atau institusi. Terdapat kata kunci perilaku yang

menggambarkan ASN yang loyal:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;

c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

2.5.6. Adaptif

Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana

ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan

organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses

internal yang berkesinambungan. Terdapat beberapa kata kunci dari perilaku

adaptif seorang ASN, yaitu:

a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

b. Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas;

c. Bertindak proaktif.
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2.5.7. Kolaboratif

Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia, di mana secara

alamiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia

lainnya, bekerjasama, dan saling membantu antar sesama. Terdapat beberapa kata

kunci yang menunjukkan perilaku ASN yang kolaboratif, yaitu:

a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai

tambah;

c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan

bersama.
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BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

3.1. Identifikasi Isu

3.1.1. Belum Optimalnya Pengelolaan Data JF Binaan Setjen DPR RI (Isu 1)

Berdasarkan fungsi pengolahan data jabatan fungsional, maka pembuatan

database Jabatan Fungsional binaan Setjen DPR RI menjadi tugas bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional. Namun, database Pejabat Fungsional binaan

Setjen DPR RI belum sepenuhnya optimal, hal ini karena belum terwujudnya

database terpadu. Padahal database tersebut digunakan sebagai sumber primer

dalam melakukan tracking dan monitoring terhadap JF yang perlu dibina oleh

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional.

Terdapat beberapa aspek yang diyakini menjadi penyebab terjadinya fenomena

ini, yaitu:

a. Collecting data masih belum maksimal. Hal ini membuat perolehan data

menjadi lebih lama;

b. Link Google Form sudah tidak bisa diakses. Hal ini karena pembuatan link

Google Form dibuat di akun pribadi dan sudah tidak dapat diakses;

c. Belum maksimalnya data master yang digunakan untuk merekap data dari

seluruh sumber pengiriman (email, fisik, ataupun Google Form);

d. Perlu adanya Dashboard visualisasi data untuk mempermudah pemangku

kepentingan membaca data yang diperoleh. Artinya, tidak cukup hanya

menggunakan database berupa excel atau spreadsheet.

Permasalahan belum optimal pengelolaan data JF binaan Setjen DPR RI

dapat dilihat dari beberapa bukti sebagai berikut:
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A. Link Google Form di buat di akun pribadi

Gambar 3.1. Kepemilikan Google Form

Pemanfaatan link Google Form sangat membantu dalam efisiensi

pengumpulan dan perekaman data dibanding melalui pengiriman data

secara fisik ataupun email. Sehingga, pemanfaatan Google Form ini perlu

dioptimalkan dengan tidak menggunakan email pribadi. Google Form

kepemilikannya harus di email unit kerja, sehingga proses pengelolaannya

di Google Drive akan menjadi mudah.

B. Link Google Form perlu adanya modifikasi

Gambar 3.2. Google Form Perlu Modifikasi

Meskipun penggunaan Google Form memiliki banyak kelebihan,

seperti efisiensi, kecepatan, dan mudah diolah. Namun penggunaan

Google Form juga memiliki kekurangan, misalnya human error. Pejabat
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fungsional mengisi sendiri data mereka, sehingga bisa saja terjadi

kesalahan dalam memilih jawaban. Jika kita lihat dari format Google Form

di atas, tidak ada pertanyaan konfirmasi apakah data yang dikirimkan

sudah benar. Padahal pertanyaan konfirmasi tersebut membantu

pengisi/responden untuk memeriksa kembali jawaban mereka.

C. Google Form perlu ditambahkan rumus validasi

Gambar 3.3 Kebutuhan Rumus Validasi

Jika kita lihat pada kasus tersebut, maka isian NIP hanya berjumlah

12 digit. Padahal harusnya NIP berjumlah 18 digit. Hal ini dikarenakan

form tersebut belum disisipkan rumus validasi. Sehingga perlu adanya

modifikasi rumus validasi untuk meminimalisir adanya human error ini.
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D. Bentuk database file excel dan tidak menggunakan rumus

Gambar 3.4.  Bentuk database

Data master yang merupakan gabungan data dari berbagai sumber

pengiriman haruslah dibuat dengan teliti. Oleh karena itu, sudah

seharusnya data master memanfaatkan berbagai rumus untuk

meminimalisir adanya human error. Selain itu pemanfaatan rumus juga

membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Rumus disini dapat digunakan

untuk:

a. Mencari jenis kelamin berdasarkan NIP;

b. Mencari tahun lahir berdasarkan NIP;

c. Mencari tahun pengangkatan berdasarkan NIP;

d. Mencari usia saat ini berdasarkan tahun lahir pada poin

sebelumnya;

e. Mencari sisa masa kerja berdasarkan tahun pengangkatan pada

poin sebelumnya.

Selanjutnya, data master lebih baik dibuat dalam bentuk

spreadsheet dibandingkan dalam bentuk file excel, sehingga dapat diakses

kapanpun dan dimanapun.

E. Belum memadukan data JF binaan Setjen DPR RI baik dari eksternal

maupun internal
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Gambar 3.5. Daftar Jabatan di database

Seperti yang diketahui bahwa jabatan fungsional binaan Setjen

DPR RI yang secara semi terbuka adalah Perisalah Legislatif dan Asisten

Perisalah Legislatif. Dimana JF ini dapat ditemui di DPD dan DPRD

Provinsi/Kab/Kota. Oleh karena itu Google Form sebelumnya difokuskan

untuk kedua JF ini. Namun dalam pembuatan data master tidak ada

salahnya jika melengkapinya dengan JF binaan Setjen DPR RI lainnya

(Analis APBN, Analis Pemantauan, dan Analis Legislatif). Dengan

membuat database yang lengkap (dari berbagai sumber collecting dan

berbagai JF) diharapkan database ini menjadi terpadu dan dapat

dimanfaatkan lebih optimal dalam pengelolaan data JF Binaan Setjen DPR

RI.
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F. Belum menggunakan data studio untuk visualisasi

Data master tersebut belum menjadi produk akhir karena masih

berupa data mentah, sehingga perlu dibuatkan suatu visualisasi untuk lebih

mudah dibaca. Untuk itu perlu sinkronisasi antara data master dengan

Google Data Studio. Berikut contoh tampilan data studio:

Gambar 3.6. Contoh Visualisasi Data

Terdapat beberapa dampak dari belum optimal pengelolaan data JF

Binaan Setjen DPR RI terpadu:

a. Pertama, berdampak pada lambatnya akses database ketika

dibutuhkan;

b. Kedua, berdampak pada database yang tidak lengkap karena

terpisah-pisah;

c. Ketiga, sebagai embrio dari pembuatan aplikasi website

PERISAI. Sehingga ketika database masih kurang terpadu

(terpisah-pisah) akan berdampak pada dasar pertimbangan

pembuatan website nantinya;
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d. Keempat, sebagai monitoring daerah-daerah mana saja yang

belum menyampaikan data JF mereka. Jika tidak segera

diselesaikan, maka akan berdampak pada proses pelayanan yang

kurang optimal.

3.1.2. Belum Efisiennya Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Isu 2)

Penyelenggaraan Uji Kompetensi merupakan salah satu kegiatan utama

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional. Hal ini sejalan dengan tugas Peningkatan

Kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan sumber daya manusia yang terbatas,

maka dibutuhkan cara-cara penyelenggaraan Uji Kompetensi yang lebih efektif

dan efisien. Sejauh ini, uji kompetensi diselenggarakan secara konvensional.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penyelenggaraan uji kompetensi

masih belum optimal.

a) Pengusulan berkas administrasi menggunakan form unggah digital

belum optimal;

b) Tahap checklist administrasi belum dilengkapi rumus otomatis kriteria

kelulusan, sehingga harus manual menghitung kriteria kelulusannya;

c) Pemberian foto (peserta) pada sertifikat kelulusan masih dilakukan

secara konvensional (drag and move), sehingga tingkat keseragaman

ukuran foto dan waktu pengerjaannya sangat lama.

Permasalahan belum efisien penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat

dilihat dari beberapa data sebagai berikut:
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A. Pemanfaatan form unggah yang belum optimal

Gambar 3.7. Bukti Form Unggah Uji Kompetensi

Penggunaan formulir online untuk mempermudah pelaksanaan Uji

Kompetensi dapat dilihat pada tanda panah. Berdasarkan data tersebut kita dapat

menyimpulkan bahwa alat bantu formulir online masih sangat baru dan belum

optimal. Padahal Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional salah satu kegiatan

utamanya adalah penyelenggaraan Uji Kompetensi.

B. Checklist verifikasi belum dilengkapi dengan rumus otomatis

Gambar 3.8. Checklist Verifikasi
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Form verifikasi yang masih manual cenderung rentan mengalami

human error. Terlebih lagi form verifikasi ini disimpan dalam bentuk excel,

dan tanpa mempertimbangkan umur peserta. Padahal meskipun persyaratan

berkas sudah memenuhi, namun bisa jadi usia mereka sudah tidak bisa

mengikuti Uji Kompetensi ke jenjang yang dituju. Sehingga, perlu adanya

perbaikan inovasi dalam hal:

1. Dibuat dalam spreadsheet, agar dapat diakses dimanapun,

kapanpun, dan bersama;

2. Memberikan rumus Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) otomatis hanya dengan satu “klik”;

3. Membuat rumus otomatis usia dari NIP yang dimasukan.

C. Sertifikat Uji Kompetensi Harus Berfoto

Gambar 3.9.  Sertifikat Uji Kompetensi

Dapat dilihat bahwa penyisipan foto pada sertifikat tersebut masih

manual. Untuk jumlah sertifikat yang sedikit, pendekatan tersebut tidak

menimbulkan masalah besar. Namun jika pembuatan sertifikat sudah puluhan

apalagi ratusan. Maka perlu ada pendekatan yang lebih otomatis, yaitu

dengan mail merge (excel to word) dengan tingkat lanjut, misalnya seperti

dibawah ini:
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Terdapat beberapa akibat yang dapat terjadi dari belum efisiennya

penyelenggaraan Uji Kompetensi, yaitu:

a. Dengan manpower yang sudah terbatas, maka segala kegiatan

sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan paling efisien. Jika

tidak, maka akan berdampak pada imbalance antara manpower dan

tugas yang ada;

b. Kinerja unit kerja pada akhirnya dapat menurun, karena akan

banyak capaian kerja yang tidak optimal;

c. Kinerja Setjen DPR RI sebagai instansi pembina juga dapat

terdampak.

3.1.3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pembuatan Sertifikat Online

Otomatis (Isu 3)

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional rutin menyelenggarakan workshop

guna meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional di bawah binaan Setjen

DPR RI. Hal ini sejalan dengan tugas Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional

dalam Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional. Salah satu beban kegiatan

yang dapat dihilangkan dengan pendekatan otomatisasi adalah pembuatan

sertifikat. Dengan membuat sertifikat otomatis, maka resources baik manpower,

waktu, energi, maupun pikiran dapat dialokasikan pada kegiatan lainnya. Hal ini
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dapat menjadikan acara workshop secara keseluruhan lebih sukses. Ada beberapa

tantangan yang harus dijawab dalam membuat sertifikat online, yaitu:

1. Perlu adanya upaya untuk meminimalisir kesalahan peserta dalam

mengisi data sertifikat;

2. Respon dari Google form secara standar tidak mampu untuk membuat

nomor urut secara otomatis. Sehingga, diperlukan cara agar nomor

sertifikat otomatis urut sesuai pengisian setiap peserta;

3. Bagaimana memastikan bahwa hanya peserta yang terdaftar yang

dapat mengisi form online pengisian data sertifikat.

Permasalahan belum optimalnya pemanfaatan sertifikat online otomatis

dapat dilihat dari beberapa data sebagai berikut:

A. Pemahaman peserta dalam mengisi data sertifikat

Gambar 3.10. Contoh Sertifikat Online

Bisa dilihat bahwa peserta mengisi alamat email pada kolom Nama

mereka. Berikutnya perlu diberikan instruksi yang lebih jelas mengenai

otomatisasi data. Sehingga peserta online akan sungguh-sungguh dalam

mengisinya.
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B. Bukti pembuatan sertifikat online menjadi hal yang dapat memberikan
efisiensi waktu

Gambar 3.11. Efisiensi Waktu Sertifikat Online

Agar skenario workshop dapat simultan dengan pembuatan

sertifikat, maka pembuatan sertifikat haruslah secara otomatis. Artinya,

pengisian data dilakukan mandiri oleh peserta dan sertifikat otomatis

terkirim ke email peserta. Dengan demikian, manpower dapat dialokasikan

untuk kegiatan yang lain. Terdapat beberapa akibat yang dapat terjadi dari

belum optimalnya pemanfaatan sertifikat online:

1. Pertama, akan banyak peserta yang masih melakukan kesalahan

dan akhirnya komplain;

2. Kedua, karena kasus pada poin pertama, maka akhirnya pegawai

akan bekerja ekstra karena harus membuat ulang sertifikat yang

salah;

3. Ketiga, karena ada beban tambahan tersebut maka memungkinkan

kinerja unit kerja menurun, kepercayaan dari para peserta menurun.
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Beberapa pendekatan inovatif dan kreatif yang ditawarkan dalam merespon berbagai tantangan di atas sangat berkaitan dengan nilai dasar ASN

BerAKHLAK. Manajemen ASN, dan Smart ASN. Adapun relevansi antara pendekatan inovatif setiap isu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kaitan Antara Isu, Ide Aktualisasi dan Mata Pelatihan

Masalah Spesifik Ide Aktualisasi Manajemen ASN Smart ASN

Belum optimalnya pengelolaan
data JF Binaan Setjen DPR RI

Dashboard database
JF Binaan Setjen
DPR RI

- Karir dan Jabatan
- Sistem Informasi ASN

- Literasi IT
- Networking
- Bahasa Asing
- Profesionalisme
- Nasionalisme

Masih belum optimal
penggunaan sertifikat online Sertifikat Online - Pengembangan Kompetensi ASN

- Literasi IT
- Networking
- Bahasa Asing
- Profesionalisme
- Nasionalisme

Belum Efisiennya Pelaksanaan
Uji Kompetensi

Sertifikat
Otomatisasi - Pengembangan Kompetensi ASN

- Literasi IT
- Networking
- Bahasa Asing
- Profesionalisme
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3.2. Penetapan Isu Prioritas

3.2.1. Teknik Analisis Isu USG

Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode

skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap

ini masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah

didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah

skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah,

membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang

tertinggi sebagai prioritas masalah. Untuk lebih jelasnya, pengertian Urgency,

Seriousness, dan Growth dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urgency

Seberapa mendesak isu tersebut harus dikaitkan dengan waktu yang

tersedia serta seberapa kuat tekanan waktu tersebut untuk memecahkan

masalah yang menyebabkan isu tadi.

b. Seriousness

Seberapa serius isu tersebut perlu dikaitkan dengan akibat lain yang

timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Dalam keadaan yang

sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain akan lebih

serius bila dibandingkan dengan suatu masalah yang berdiri sendiri.

c. Growth

Seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan

makin memburuk kalau dibiarkan.

3.2.2. Form Analisis Menggunakan Teknik USG

A. Skala Seberapa Mendesak

● Skala 1 (Tidak Mendesak)

● Skala 2 (Kurang Mendesak)

● Skala 3 (Cukup Mendesak)

● Skala 4 (Mendesak)

● Skala 5 (Sangat Mendesak)

B. Skala Seberapa Serius

● Skala 1 (Tidak serius)
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● Skala 2 (Kurang Serius)

● Skala 3 (Cukup Serius)

● Skala 4 (Serius)

● Skala 5 (Sangat Serius)

C. Skala Kemungkinan Memburuk

● Skala 1 (Tidak Cepat Memburuk)

● Skala 2 (Kurang Cepat Memburuk)

● Skala 3 (Cukup Cepat Memburuk)

● Skala 4 (Cepat Memburuk)

● Skala 5 (Sangat Cepat Memburuk)

#Berilah tanda centang (✔) pada kolom jawaban dibawah ini:

Tabel 3.2. Formulir USG

Isu

Seberapa Mendesak Seberapa Serius Kemungkinan
Memburuk

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Belum Optimalnya Pengelolaan
Data JF Binaan Setjen DPR RI

Belum Efisiennya Penyelenggaraan
Uji Kompetensi

Belum Optimalnya Pemanfaatan
Sertifikat Online Otomatis

3.3. Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan hasil analisis USG, didapatkan topik yang paling tinggi

adalah “Belum optimalnya pengelolaan data JF binaan Setjen DPR RI di Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional”. Isu lainnya juga skornya rata-rata pada kategori

kritikal (skala 4). Namun, isu belum optimalnya database JF Binaan Setjen DPR

RI dianggap lebih penting untuk segera diterapkan. Alasannya adalah karena pada

aspek urgensi dan keseriusan dampak mendapat poin lebih besar dibanding kedua

isu lainnya. Hal ini wajar mengingat data adalah sumber segala pengambilan

keputusan. Sehingga, database yang dapat digunakan secara optimal perlu segera
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diselesaikan. Selain itu, kedua isu lainnya sifatnya lebih administratif. Dengan

demikian, penulis memutuskan untuk mengkaji isu mengenai “Belum optimalnya

pengelolaan data JF binaan Setjen DPR RI di Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional” sebagai isu utama dalam pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS 2022

Angkatan VII Setjen DPR RI.

Tabel 3.3. Hasil Analisis USG

Isu Urgency Seriousness Growth Total

Belum optimalnya pengelolaan data
JF binaan Setjen DPR RI 5 5 4 14

Belum Efisiennya Penyelenggaraan Uji
Kompetensi 4 4 4 12

Belum Optimalnya Pemanfaatan Sertifikat
Online Otomatis 4 4 4 12

3.4. Gagasan Pemecahan Isu

3.4.1. Fishbone Analysis

Teknik analisis isu digunakan setelah kita berhasil menemukan isu utama

melalui proses tapisan isu sebelumnya. Selanjutnya isu utama tersebut dianalisis

secara mendalam dengan menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan sistem

berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan,

atau sekurangnya-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan

sebab-akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan dan alternatif

pemecahan isu yang akan diusulkan. Penulis menggunakan teknik fishbone untuk

mencari akar permasalahan dari isu utama terpilih.

Fishbone analysis atau yang sering disebut juga cause effect diagram

merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan

masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan

dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Fishbone Analysis

berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari
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suatu masalah dan kemudian memisahkan akar penyebabnya, memungkinkan juga

untuk mengidentifikasi solusi yang dapat membantu menyelesaikan masalah

tersebut.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan Fishbone Analysis:

1. Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan

mendesak terlebih dahulu;

2. Menuliskan masalah tersebut pada bagian kepala ikan yang merupakan

penyebab utama masalah tersebut bisa terjadi;

3. Tulis pada sisi sebelah kanan dari kertas (kepala ikan), kemudian

gambarkan tulang belakang dari kiri ke kanan dan tempatkan pernyataan

masalah itu dalam kotak;

4. Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-sebab) yang mempengaruhi

masalah kualitas sebagai tulang besar, juga ditempatkan dalam kotak.

Faktor-faktor penyebab atau kategori-kategori utama dapat dikembangkan

melalui Stratifikasi ke dalam pengelompokan dari faktor-faktor (diadopsi

dari sektor manufaktur dengan modifikasi 4M).

a. Faktor manusia adalah tenaga kerja operasional yang terlibat dalam

produksi hingga pengiriman suatu produk.

b. Faktor material merupakan faktor yang berhubungan dengan bahan

mentah, komponen, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk

menghasilkan produk akhir

c. Faktor metode adalah proses dan penyampaian layanan yang

berkontribusi untuk suatu produksi. Seringkali, produksi memiliki

terlalu banyak langkah dan aktivitas yang tidak diperlukan. Hal

tersebut perlu disederhanakan untuk membuat proses produksi lebih

mudah dan tidak membingungkan

d. Faktor mesin/tools merupakan faktor yang berkaitan dengan sistem,

peralatan, fasilitas, dan mesin yang digunakan untuk produksi. Mesin

atau peralatan lainnya terkadang tidak memberikan hasil yang

maksimal karena masalah pemeliharaan atau teknis
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Dengan menggunakan teknik analisis Fishbone, penulis mendapatkan

model hubungan sebab-akibat seperti berikut:

Gambar 3.12 Hasil Analisis Fishbone

Penjelasan mengenai hasil teknik fishbone diatas adalah sebagai berikut:

A. Metode:

1. Metode pengumpulan data perlu adanya pembaruan;

2. Metode dalam perekapan data perlu menggunakan rumus otomatis;

3. Metode penyajian data perlu menggunakan visualisasi yang membantu

pengguna membaca data.

B. SDM:

1. Perumusan database membutuhkan team work yang kuat, karena beberapa

sumber data (email, fisik, google form) harus dikelola bersama;

2. Beban tugas membuat fokus pembangunan database kurang optimal;
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3. Tidak semua SDM menguasai IT, misalnya dalam pengiriman data dari

daerah masih terkendala.

C. Material:

1. Data mentah yang terkumpul masih terdapat data tidak valid (disebabkan

pengisian data yang tidak benar);

2. Format file juga berbeda dan format isian data di dalamnya juga berbeda

(misalnya perbedaan kolom data dari setiap daerah).

D. Mesin/Tools:

1. Masih menggunakan excel/spreadsheet, yang sulit untuk dibuat visualisasi;

2. Penyimpanan file masih di file sharing (local storage) yang sulit

diakses/digunakan di luar kantor;

3. Perlu tools tambahan untuk membuat data lebih interaktif dan mudah

dibaca.

3.4.2. Kegiatan Pemecahan Isu

Berdasarkan analisis penyebab kurang optimalnya pengelolaan data

jabatan fungsional binaan Setjen DPR RI, maka penulis memberikan gagasan

untuk membuat suatu Dashboard database JF Binaan Setjen DPR RI terpadu,

yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembaruan Google Form untuk unggah data JF binaan Setjen DPR RI dari

berbagai daerah di Indonesia;

2. Pembuatan data master dengan memanfaatkan spreadsheet dan advanced

formula;

3. Pembuatan Dashboard database JF Binaan Setjen DPR RI;

4. Pembuatan infografis tata cara penggunaan Dashboard

.
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BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

4.1. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional

Identifikasi Isu : 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Data JF Binaan Setjen DPR RI
2. Belum Efisiennya Penyelenggaraan Uji Kompetensi
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pembuatan Sertifikat Online Otomatis

Isu yang Diangkat : Belum Optimalnya Pengelolaan Data JF Binaan Setjen DPR RI

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan Dashboard database Terpadu JF Binaan Setjen DPR RI

Tabel 4.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

Pembaruan Google
Form untuk unggah
data JF binaan Setjen
DPR RI dari berbagai
daerah di Indonesia

1) Konsultasi dengan
mentor terkait informasi
yang diperlukan (untuk
disesuaikan dengan
daftar pertanyaan di
google form)

Catatan ada/tidak ada
perubahan pertanyaan di
google form

Kolaboratif
-Dengan terbuka untuk meminta
masukan dari mentor

-Sistem Informasi ASN
(Permenpan No 37 Tahun
2020)

-Pengolahan data JF Binaan
Setjen DPR RI (Tugas &
Fungsi BPJF)

-Pelaksanaan administrasi
pengelolaan dan pelayanan
sumber daya manusia
(Tugas & Fungsi BPJF)

Pembaruan form online
unggah data
mendukung visi dan
misi Setjen DPR RI
yaitu “Menjadi
Sekretariat Jenderal
yang Profesional dan
Modern dalam
mendukung Visi
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia”

2) Melakukan pemindahan
ownership dari akun
pribadi ke akun unit
kerja

Form unggah yang sudah
pindah kepemilikan

Berorientasi Pelayanan
-Dengan solutif melakukan
perbaikan kepemilikan formulir

3) Pembuatan pernyataan
konfirmasi (pernyataan

Tambahan pertanyaan
dan rumus di formulir

Kompeten
-Dengan menjawab tantangan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembaruan form online
beserta tahapannya
sangat relevan dalam
mendukung penerapan
Nilai BerAKHLAK di
lingkungan Setjen DPR
RI

data benar) & validasi
NIP

perbaikan di formulir unggah
data

Adaptif
-Dengan melakukan inovasi
rumus validasi NIP, sehingga
meminimalisir human error

4) Testing Google Form ke
beberapa rekan kerja

Feedback dari rekan
kerja

Harmonis
-Dengan saling tolong-menolong
agar memudahkan tugas dan
aling menghargai pendapat

5) Finalisasi google form Link google form final

Loyal
-Dengan tidak memberikan akses
edit kepada publik (setting
terbatas)

6) Share link di deskripsi
Grup WA

Link yang sudah tersebar
dan siap digunakan

Akuntabel
-Dengan menyelesaikan formulir
tepat waktu, cermat, dan disiplin

2

Pembuatan data master
dengan memanfaatkan
spreadsheet dan
advanced formula

1) Koordinasi dengan rekan
kerja terkait data yang
masuk (misalnya rekan
kerja menerima dalam
bentuk fisik, maka
dikomunikasikan)

Laporan koordinasi

Kolaboratif
-Dengan koordinasi dengan rekan
kerja mengenai data

Harmonis
-Dengan tidak mengganggu work
flow rekan kerja, sehingga tetap
kondusif

-Sistem Informasi ASN
(Permenpan No 37 Tahun
2020)

-Pengolahan data JF Binaan
Setjen DPR RI (Tugas &
Fungsi BPJF)

Pembuatan data master
JF Binaan relevan
mendukung visi dan
misi Setjen DPR RI
yaitu “Menjadi
Sekretariat Jenderal
yang Profesional dan
Modern dalam
mendukung Visi
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik

2) Melakukan pengecekan
data terkumpul baik
melalui pengiriman fisik,

Catatan pengecekan
Berorientasi Pelayanan
-Dengan melakukan Tindakan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indonesia”

Selain itu, terkait nilai
BerAKHLAk di
lingkungan Setjen DPR
RI juga terpenuhi oleh
setiap tahapan kegiatan
yang dirumuskan

email, ataupun Google
Form

cekatan dan solutif untuk segera
mendapatkan informasi data dari
JF yang sudah mengirim

3) Pengambilan data dari
SIAP (portal.dpr.go.id)
untuk JF internal Setjen
DPR RI

List data yang selesai
diambil

Akuntabel
-Dengan melakukan pengambilan
data secara teliti dan hati-hati

4) Input data terkumpul ke
dalam file data master di
spreadsheet

Data master JF Binaan
Setjen DPR RI sementara

Loyal
-Dengan tidak memberikan akses
data master ke publik

5) Setting rumus otomatis
untuk mempermudah
pekerjaan

Data master komplit
mentah

Kompeten
-Dengan belajar rumus-rumus
advanced yang digunakan dalam
pembuatan data master

6) Melakukan backup data
secara periodik

Data JF hasil backup Adaptif
-Dengan proaktif mencegah
terjadinya data yang
hilang/rusak

3 Pembuatan Dashboard
database

1) Konsultasi dengan
mentor terkait apa saja
data yang akan
ditampilkan di
visualisasi

Catatan ide tampilan Kolaboratif
-Dengan diskusi dengan mentor
dan rekan kerja agar
mendapatkan hasil terbaik

-Sistem Informasi ASN
(Permenpan No 37 Tahun
2020)

-Pengolahan data dan
jabatan JF Binaan Setjen
DPR RI (Tugas & Fungsi
BPJF)

Pembuatan Dashboard
database JF Binaan
relevan mendukung
visi dan misi Setjen
DPR RI
yaitu “Menjadi
Sekretariat Jenderal
yang Profesional dan
Modern dalam

2) Cleansing dan coding
data (agar nama dan
isian data seragam)

Data master JF Binaan
Setjen DPR RI yang siap
pakai

Akuntabel
-Dengan teliti dan cermat
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

mendukung Visi
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia”

Selain itu, terkait nilai
BerAKHLAK di
lingkungan Setjen DPR
RI juga terpenuhi oleh
setiap tahapan kegiatan
yang dirumuskan

melakukan cleansing dan coding
data sehingga tidak terjadi
kesalahan visualisasi data
nantinya

3) Sinkronisasi data master
dengan Google Data
Studio

Google Data Studio yang
siap digunakan

Kompeten
-Dengan belajar bagaimana
menyiapkan data agar siap
diolah di Google Data Studio

4) Pembuatan chart, grafik,
tabel, dan sebagainya
beserta filteringnya

Tampilan sementara
visualisasi data JF
Binaan Setjen DPR RI

Adaptif
-Dengan proaktif dan kreatif
membuat tampilan database
dalam bentuk chart dan grafik
sehingga mempermudah
penggunaan

5) Desain halaman Google
Data Studio (posisi dan
komposisi chart, table,
grafik, dsb)

Tampilan prototype
Dashboard database JF

Berorientasi Pelayanan
-Dengan solutif melakukan
perbaikan agar user mudah
membaca data

6) Konsultasi tampilan
Dashboard yang sudah
jadi dengan mentor dan
rekan kerja

Dashboard database JF
hasil masukan

Harmonis
-Dengan menerima dan
menghargai setiap masukan
terkait terkait tampilan
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7) Publish Dashboard Dashboard database
final

Loyal
-Dengan membatasi akses,
sehingga data rahasia aman
karena hanya bisa dikelola oleh
owner

-Dengan membuatkan password
login, sehingga rahasia data
terjamin

8) Melakukan updating
berkala atas data-data
yang masuk (dengan
mengulangi proses input,
cleaning, coding, dst)

Data Dashboard paling
update (tentatif)

Akuntabel
-Dengan bertanggung jawab
untuk terus melakukan
pembaruan data

4
Pembuatan panduan
tata cara penggunaan
Dashboard

1) Survei informasi pada
rekan kerja dan mentor
terkait fitur apa saja
yang belum dipahami

Catatan poin-poin fitur
yang perlu penjelasan

Harmonis
-Dengan membuat infografis
yang tepat, untuk membantu
user nantinya

-Sistem Informasi ASN
(Permenpan No 37 Tahun
2020)

-Pengolahan data dan
jabatan JF Binaan Setjen
DPR RI (Tugas & Fungsi
BPJF)

-Pelaksanaan pelayanan
sumber daya manusia
(Tugas & Fungsi BPJF)

Pembuatan panduan
penggunaan Dashboard
relevan mendukung
visi dan Setjen DPR RI
yaitu “Menjadi
Sekretariat Jenderal
yang Profesional dan
Modern dalam
mendukung Visi
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia”

Selain itu, kegiatan
yang diusulkan dapat
mendukung seluruh
nilai BerAKHLAK di

2) Membuat skenario untuk
bahan pembuatan
infografis

Draft tulisan untuk bahan
pembuatan infografis

Akuntabel
-Dengan pembuatan infografis
yang teliti melalui pembuatan
skenario terlebih dulu

3) Koordinasi pembuatan
infografis dengan rekan
kerja yang ahli desain
(meminta bantuan saran
konsep dan tema)

Catatan terkait konsep
dan tema infografis yang
akan digunakan

Kolaboratif
-Dengan meminta saran terkait
ide dan tema infografis dengan
rekan kerja
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan BerAKHLAK Keterkaitan Tupoksi Keterkaitan Visi,
Misi, Nilai Instansi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

lingkungan Setjen DPR
RI

4) Pembuatan infografis di
Canva

Infografis dan revisi
perbaikannya

Berorientasi Pelayanan
-Dengan membuat infografis
guna memenuhi kebutuhan
panduan user

Adaptif
-Dengan bertindak kreatif dan
proaktif membuat infografis
sesuai tantangan era saat ini

Kompeten
-Dengan belajar menggunakan
tools desain infografis seperti
canva

Loyal
-Dengan tetap menjaga rahasia
data JF, misalnya dengan tidak
memberikan informasi username
dan password di infografis.

5) Sosialisasi Dashboard Kegiatan sosialisasi dan
umpan balik

Berorientasi Pelayanan
-Dengan mengadakan sosialisasi
penggunaan Dashboard agar
dapat dipahami user

Kolaboratif
-Dengan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk
terselenggaranya kegiatan
sosialisasi
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4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2. Estimasi Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi dan Laporannya

KEGIATAN
JULI AGUSTUS

IV I II III IV

Pembaruan Google Form untuk unggah data JF

binaan Setjen DPR RI dari berbagai daerah di

Indonesia

Pembuatan data master dengan memanfaatkan

spreadsheet dan advanced formula

Pembuatan Dashboard database JF Binaan Setjen

DPR RI

Pembuatan infografis

Sosialisasi

Penyusunan Laporan Aktualisasi

Finalisasi Laporan Aktualisasi dan Bahan Paparan

Updating data Berkelanjutan

Keterangan: Dalam Minggu (Ke-1, 2, 3, 4)
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BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

5.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pada bab sebelumnya disusun jadwal rencana kegiatan, maka pada bagian

ini penulis memberikan laporan dari jadwal kegiatan yang berhasil terlaksana.

Seperti yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1. Jadwal Kegiatan Terlaksana

KEGIATAN
JULI AGUSTUS SEPTEMBER

IV I II III IV I

Pembaruan Google Form untuk unggah data JF
binaan Setjen DPR RI dari berbagai daerah di
Indonesia

Pembuatan data master dengan memanfaatkan
spreadsheet dan advanced formula

Pembuatan Dashboard database JF Binaan
Setjen DPR RI

Pembuatan infografis dan Sosialisasi
Dashboard

Penyusunan Laporan Aktualisasi

Finalisasi Laporan Aktualisasi dan Bahan
Paparan

Updating data Berkelanjutan
Keterangan: Dalam Minggu (Ke-1, 2, 3, 4)

Berdasarkan pada perbandingan tabel 4.5. Estimasi Jadwal Rencana

Kegiatan Aktualisasi dan Jadwal Kegiatan Terlaksana, maka tidak ditemukan

perubahan yang signifikan dari jadwal yang diestimasikan dan jadwal yang

terlaksana. Adapun yang menjadi perubahan adalah terkait:
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A. Sosialisasi Dashboard dijadikan satu kegiatan, dan dilaksanakan pada

minggu yang sama. Hal ini dikarenakan sosialisasi Dashboard dan

pembuatan infografis masih menjadi satu alur yang sama.

B. Pembuatan Dashboard yang semula diperkirakan dapat diselesaikan

pada minggu ke-1 sampai ke-2, harus mundur menjadi minggu ke-2

sampai ke-3 Agustus 2022.

C. Penyusunan laporan aktualisasi juga baru dilaksanakan pada minggu

ke-2 Agustus, melenceng dari yang direncanakan pada minggu ke-4

Juli.

Meskipun begitu, secara substansi semua rencana kegiatan telah

berhasil dilaksanakan sesuai dengan batas toleransi waktu yang ditetapkan.

Sehingga, penulis tetap berhasil menyusun produk Aktualisasi tepat waktu.

5.2. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Aktualisasi yang dilaksanakan berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Data

Jabatan Fungsional Dengan Mewujudkan Dashboard database Terpadu”.

Pelaksanaan aktualisasi ini terdiri atas 4 kegiatan, yang masing-masing kegiatan

ini terdapat beberapa tahapan kegiatan.

5.3. Pembaruan Google Form Untuk Unggah Data JF binaan Setjen DPR RI

Pembaruan google form dilakukan guna mendapatkan data dari pejabat

fungsional yang lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan sebelumnya data yang masuk

masih banyak yang keliru dan formulir pengisian juga sudah tidak dapat diakses.

Pembaruan google form dilakukan penulis dengan 6 (enam) tahapan kegiatan

yang dimulai dari akhir Juli sampai awal Agustus 2022.

Tahap kegiatan pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait

informasi yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait

data apa saja yang ingin diperbaharui, dikurangi, ditambahkan, atau dimodifikasi

dari formulir pengisian sebelumnya. Tahap kegiatan ini dimulai dengan

melakukan tracking terhadap penyimpanan link Google Formulir sebelumnya,

yang ternyata sudah terhapus dari akun pemilik sebelumnya. Oleh karena itu,

penulis berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan recovery

Google Form. Hasil konsultasi dengan mentor mendapatkan beberapa saran dan
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masukan terkait dengan pembaruan Google Form ini, yang berhasil penulis

implementasikan pada Google Form terbaru untuk pengisian data JF Binaan

Setjen DPR RI. Secara umum, saran dan masukan tersebut tidak mengubah daftar

pertanyaan yang ada, namun sedikit memodifikasi pengaturan agar isian dari

Pejabat Fungsional tervalidasi.

Gambar 5.1. Evidence Konsultasi Pembaruan Google Form

Tahap kegiatan kedua adalah melakukan pemindahan ownership dari akun

pribadi ke akun unit kerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian

sebelumnya, yaitu kemungkinan terhapus dan sulit dilacak lokasi penyimpanan

hasil pengisian Google Form. Tahap kegiatan ini sedikit lebih rumit daripada yang

diprediksi karena beberapa hal. Pertama, pemilik akun penyimpanan Google Form

ini sudah pindah unit kerja. Kedua, Google Form yang dimaksud sudah terhapus.

Proses pemindahan ownership ini dilakukan dengan bantuan beberapa pihak,

sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Aksi preventif yang dilakukan dari

tahap kegiatan ini adalah dengan menempatkan Google Form pengisian dan

responnya pada Folder khusus, sehingga data lebih terkelola dan tidak tersebar.
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Gambar 5.2. Evidence Pemindahan Ownership Google Form

Tahap kegiatan ketiga adalah pembuatan pernyataan konfirmasi dan

validasi NIP. Hal ini dilakukan ketika kepemilikan Google Form dipastikan sudah

benar-benar berpindah ke akun Google Drive unit kerja. Adapun tujuan dari tahap

kegiatan ini yaitu untuk menghindari kesalahan input data yang banyak ditemui

pada hasil respon Google Form sebelumnya. Banyak Pejabat Fungsional yang

melakukan input data seperti NIP dan lainnya kurang tepat. Untuk menghindari

hal tersebut penulis melakukan modifikasi untuk mengunci pengisian jumlah NIP

adalah 18 digit. Selain itu ditambahkan juga suatu pernyataan konfirmasi

kesesuaian data sebelum submit, sehingga Pejabat Fungsional akan memeriksa

kembali jawaban yang mereka isi. Proses ini juga sudah didiskusikan dengan

mentor dan rekan kerja untuk mendapatkan pandangan dampak baik dan

buruknya.
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Gambar 5.3. Evidence Rumus Validasi NIP

Tahap kegiatan keempat adalah melakukan testing Google Form. Hal ini

bertujuan untuk menguji keandalan Google Form yang sudah diperbaharui.

Pengujian Google Form untuk pengisian data Jabatan Fungsional ini dilihat dari

indikator sebagai berikut:

Tabel 5.2. Indikator Pengujian Google Form Pengisian Data JF

No Indikator Status

1 link formulir dapat diakses Memenuhi

2 tidak terjadinya error selama pengisian Memenuhi

3 berfungsinya rumus validasi NIP Memenuhi

4 hasil respon terekam dengan baik di spreadsheet Memenuhi

Gambar 5.4. Evidence Proses Uji Coba

Tahap kegiatan kelima adalah finalisasi Google Form. Setelah secara

teknis Google Form terbaru diuji, penulis kembali melakukan pengecekan

ulang terkait dengan kemungkinan adanya konten yang masih keliru. Konten
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disini seperti adanya kesalahan penulisan instruksi, pertanyaan, dan

sebagainya. Setelah semuanya siap, maka penulis melanjutkan ke tahapan

berikutnya. Tahap kegiatan keenam adalah membagikan link di Grup

WhatsApp. Proses terakhir ini dilakukan dengan dua mekanisme yaitu:

memasukan link di chat Grup WhatsApp, dan membagikannya dalam

deskripsi Grup WhatsApp. Setelah semua proses selesai, penulis beralih ke

kegiatan selanjutnya untuk mempersiapkan data master hasil respon Google

Form di spreadsheet.

Link: https://s.id/Pendataan-PL-APL

Gambar 5.5. Evidence Finalisasi Google Form

Gambar 5.6. Evidence Share link Google Form
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Hasil analisis menunjukan bahwa kegiatan pertama berkaitan dengan nilai

BerAKHLAK. Berorientasi Pelayanan, dapat dilihat dengan pendekatan yang

solutif untuk melakukan perbaikan Google Form pengisian data Jabatan

Fungsional. Akuntabel, dapat dilihat dari bukti bahwa pembaruan Google Form

diselesaikan dengan tepat waktu dan hati-hati. Kompeten, dapat dilihat dari

keberhasilan dalam menyelesaikan tantangan perbaikan Google Form pengisian

data Jabatan Fungsional ini. Sekaligus dalam prosesnya penulis belajar ilmu dan

pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kompetensi diri. Harmonis, dapat

dilihat dari terjalinnya hubungan saling tolong-menolong dalam penyelesaian

pembaruan Google Form, dan saling menghargai pendapat antar rekan kerja

dalam prosesnya. Loyal, dapat dilihat dari komitmen penulis dan pihak terkait

untuk tidak memberikan akses edit Google Form pengisian data dan data

masternya kepada publik. Sehingga data-data yang bersifat pribadi tetap aman dan

terjaga kerahasiaannya. Adaptif, dapat dilihat dari terciptanya inovasi untuk

menyisipkan rumus validasi NIP dan pernyataan konfirmasi, sehingga

meminimalisir human error dalam proses pengisian data. Terakhir, kolaboratif,

dapat dilihat dari bukti bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dan secara

terbuka menerima saran dan arahan.

5.4. Pembuatan Data Master Di Spreadsheet

Setelah Google Form diperbaharui, langkah berikutnya adalah membuat

suatu data terintegrasi dalam bentuk spreadsheet. Pembuatan data master ini

sangat penting dilakukan mengingat sumber data masuk tidak hanya melalui link

Google Form, namun juga melalui pengiriman fisik dan email. Sehingga perlu

adanya data yang terpadu, untuk mempermudah pengolahan data lebih lanjut.

Pembuatan Data Master dilakukan penulis dengan 6 (enam) tahapan kegiatan

yang dimulai dari minggu ke-1 Agustus 2022.

Tahap kegiatan pertama adalah berkoordinasi dengan rekan kerja terkait

pengumpulan data yang masuk. Hal ini dilakukan untuk menjaga komunikasi

ketika collecting data. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa sumber

pengumpulan data dapat melalui Google Form, email, ataupun fisik. Sehingga

akan sulit jika hanya satu orang yang memonitoring data tersebut. Untuk itu
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koordinasi dengan rekan kerja sangat dibutuhkan. Dengan adanya koordinasi yang

baik, data yang masuk berhasil terekam dengan baik.

Gambar 5.7. Evidence Koordinasi Pengumpulan Data

Tahap kegiatan kedua adalah memeriksa data terkumpul baik melalui

pengiriman fisik, email, ataupun Google Form. Pemeriksaan pada Google Form

dilakukan secara periodik, yaitu dua kali dalam seminggu. Sedangkan

pemeriksaan pada email, dilakukan sekali dalam seminggu. Sedangkan untuk

pengiriman fisik, dilakukan ketika mendapatkan kabar data masuk dari rekan

kerja. Pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan teliti, mengingat sumber

pengumpulan data tidak satu pintu. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah

untuk melakukan tracking terhadap data, apakah terjadi duplikasi atau tidak.

Karena tidak jarang pejabat fungsional melakukan pengiriman data melalui

berbagai media pengiriman sekaligus (melalui Google Form, email, dan fisik).

Jika terjadi duplikasi, maka penulis melakukan telaah apakah terdapat perbedaan
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data existing dan yang baru. Sejauh ini data yang terduplikasi sama antara satu

dan yang lainnya.

Gambar 5.8. Evidence Pemeriksaan Data Terkumpul

Tahap kegiatan ketiga adalah pengambilan data dari SIAP

(portal.dpr.go.id) untuk data Jabatan Fungsional di lingkungan Setjen DPR

RI. Proses ini merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan database yang

terpadu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa

database saat ini masih dibuat dalam file yang terpisah. Sehingga perlu

adanya integrasi dari berbagai sumber dan jenis Jabatan Fungsional menjadi

satu kesatuan data yang dapat diolah lebih lanjut. Terdapat 5 (lima) Jabatan
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Fungsional yang diambil dari aplikasi SIAP, seperti yang dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 5.3. Collecting Data Jabatan Fungsional Dari SIAP

No Jabatan Fungsional Keterangan

1 Perisalah Legislatif Data Selesai Direkam

2 Asisten Perisalah Legislatif Data Selesai Direkam

3 Analis Pemantauan Data Selesai Direkam

4 Analis APBN Data Selesai Direkam

5 Analis Legislatif Data Selesai Direkam

Gambar 5.9. Evidence Pengambilan Data Dari SIAP

Tahap kegiatan keempat adalah melakukan input data ke dalam file

data master di spreadsheet. Proses ini secara teknis dapat dilakukan secara

simultan bersama dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Misalnya ketika

sedang memeriksa data terkumpul di Google Form, sekaligus dilanjutkan
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dengan proses input/perekaman data. Begitu juga ketika sedang melakukan

pemeriksaan melalui email, fisik, ataupun ketika mining data melalui SIAP,

dapat langsung ditindaklanjuti dengan proses input/perekaman data ini. Hal

yang harus menjadi fokus perhatian pada proses ini adalah pembuatan rumah

data master yang dapat lengkap, efektif, dan efisien. Lengkap dalam arti

data-data dianggap penting harus direkam. Efektif dalam arti, hasil

penyusunan rumah database dapat secara fleksibel dilakukan update data

tanpa harus memodifikasinya kembali. Efisien dalam arti pekerjaan ini harus

menggunakan pendekatan-pendekatan yang inovatif sehingga dapat selesai

dengan cepat dan tepat. Tahap kegiatan ini tidak terlepas dari diskusi dan

masukan dari rekan-rekan unit kerja.

Gambar 5.10. Evidence Proses Perekaman Data
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Tahap kegiatan kelima adalah membuat pengaturan rumus otomatis untuk

mempermudah pekerjaan. Proses ini sangat berkaitan erat dengan prinsip efisien

pada tahapan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui proses input/perekaman data

membutuhkan tingkat konsentrasi dan kecermatan yang tinggi agar tidak terjadi

kesalahan input. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu

meminimalisir kesalahan adalah dengan memanfaatkan rumus otomatis.

Penggunaan rumus otomatis ini akan menargetkan kolom NIP sebagai sumber

data primernya. Oleh karena itu, dijelaskan sebelumnya bahwa pengisian kolom

NIP dibuat rumus validasi agar tidak terjadi kesalahan input NIP. Dengan satu

data NIP, penulis dapat menarik secara otomatis data lainnya, seperti yang dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 Data Otomatis Berdasarkan NIP

No Data Otomatis Keterangan

1 Tanggal, Bulan, & Tahun Lahir Rumus Berhasil

2 Tahun Pengangkatan Rumus Berhasil

3 Jenis Kelamin Rumus Berhasil

4 Usia Rumus Berhasil

Gambar 5.11. Evidence Pembuatan Rumus Otomatis
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Tahap kegiatan keenam adalah melakukan backup data secara

periodik. Tujuan utama dari tahap kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi

jika data master sewaktu-waktu rusak, hilang, atau terhapus. Dalam proses

analisis data, kegiatan backup data seperti ini adalah hal yang sudah

seharusnya dilakukan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam proses backup

data adalah dengan melakukan penamaan data sesuai dengan tanggal backup.

Dengan adanya backup data master, maka risiko yang tidak diinginkan terjadi

telah berhasil dimitigasi.

Gambar 5.12. Evidence Proses Backup Data Master

Hasil analisis menunjukan bahwa kegiatan kedua berkaitan dengan nilai

BerAKHLAK. Berorientasi Pelayanan, dapat dilihat dengan tindakan-tindakan

yang cekatan dan solutif dalam merekam data Jabatan Fungsional. Kemudian data

master juga dibuat dalam bentuk yang lebih terintegrasi guna memudahkan

pengguna mencari data yang diinginkan. Akuntabel, dapat dilihat dari bukti proses

pengambilan data yang dilakukan secara teliti dan hati-hati. Sehingga tingkat

ketepatan data dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, dapat dilihat dari adanya

pembelajaran dalam menggunakan rumus-rumus tingkat lanjut yang digunakan

dalam pembuatan data master. Harmonis, dapat dilihat dari terjalinnya hubungan
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saling tolong-menolong, namun tidak mengganggu pekerjaan rekan kerja,

sehingga lingkungan kerja tetap kondusif. Loyal, dapat dilihat dari pengaturan

agar data master tidak dapat diakses secara publik. tidak memberikan akses data

master ke publik, sehingga data tetap terjaga. Adaptif, dapat dilihat dari tindakan

proaktif untuk mencegah terjadinya data yang hilang/rusak, yaitu dengan

melakukan backup data secara berkala. Terakhir, kolaboratif, dapat dilihat dari

bukti bahwa kegiatan ini melibatkan rekan kerja, khususnya perihal koordinasi

data masuk.

5.5. Pembuatan Dashboard Database

Setelah data master terintegrasi dalam bentuk spreadsheet, maka langkah

selanjutnya adalah dengan membuat suatu Dashboard Database untuk

memvisualisasikan database tersebut. Tujuan utama dari pembuatan Dashboard

Database ini adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan yang cepat dan

tepat. Hal ini karena Dashboard Database memiliki beberapa keuntungan

dibandingkan database hanya berupa spreadsheet, misalnya: a) dapat diakses

kapanpun dan dimanapun, b) mudah untuk dibaca, c) mudah untuk dikelola, dan

d) menghindari risiko terjadinya data yang terhapus atau ter-edit. Pembuatan

Dashboard Database dilakukan penulis dengan 8 tahapan kegiatan yang dimulai

dari minggu ke-2 sampai minggu ke-3 Agustus 2022. Proses pembuatan

Dashboard database merupakan tahapan yang secara teknis paling rumit dan lama

dibandingkan dengan tahapan lainnya.

Tahap kegiatan pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait daftar

data yang akan ditampilkan pada Dashboard. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan konsep tampilan Dashboard yang tepat sesuai dengan

penggunaannya nanti. Berdasarkan hasil konsultasi, data yang ditampilkan pada

Dashboard sesuai dengan data yang dikirimkan dari Pejabat Fungsional. Namun

yang menjadi kendala terbesar adalah karena tingkat kelengkapan data yang

dikirimkan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk itu, diambil keputusan

untuk menampilkan data yang secara umum memiliki kesamaan antara satu

dengan yang lainnya. Hasil konsultasi ini menjadi dasar penulis dalam
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membangun konsep Dashboard Database yang akan dijelaskan pada

tahapan-tahapan selanjutnya.

Gambar 5.13. Evidence Konsultasi Data Yang Akan Ditampilkan

Tahap kegiatan kedua adalah cleaning dan coding data. Tujuan utama dari

proses ini adalah untuk mendapatkan isian data yang seragam. Seperti yang kita

ketahui bahwa raw data hasil mining masih beragam, sehingga akan sulit

divisualkan dalam bentuk Dashboard. Mengatasi permasalahan ini, sudah sangat

umum dalam pengolahan data untuk melakukan proses cleaning dan coding data.

Tahapan ini terdengar sederhana, namun membutuhkan kecermatan yang tinggi

dalam prosesnya. Contoh data-data yang perlu diseragamkan formatnya adalah: a)

Format Nama (Capitalize Each Word), b) Jenis Kelamin, c) Jabatan Fungsional, d)

Jenjang, e) Asal Instansi, f) Pangkat/Golongan Ruang. Setelah format isian data

seragam antara satu dan yang lain, langkah selanjutnya dapat dilakukan

sinkronisasi antara data master dan Google Data Studio.
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Gambar 5.14. Evidence Proses Cleaning dan Coding Data

Tahap kegiatan ketiga adalah sinkronisasi data master dengan Google Data

Studio. Tahap kegiatan ketiga ini adalah bukti inovasi nyata dari penyusunan

database. Jika sebelumnya database hanya disusun dalam bentuk excel dan

spreadsheet, maka kami melakukan inovasi dengan memvisualkan data tersebut.

Proses sinkronisasi ini adalah tahap pertama dalam proses tersebut. Proses

sinkronisasi tidak serumit proses sebelumnya, namun tetap harus memperhatikan
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target file database yang akan dijadikan Dashboard. Tidak jarang, data analis

salah memilih file database yang akan dijadikan Dashboard, sehingga data yang

ditampilkan juga keliru.

Gambar 5.15. Evidence Proses Sinkronisasi database

Tahap kegiatan keempat adalah pembuatan chart, grafik, tabel, dan

sebagainya beserta filternya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk

menampilkan data visual sesuai yang dikehendaki. Tahap kegiatan keempat

adalah tahap yang sangat rumit, karena tidak hanya menuntut kemampuan

teknis namun juga jiwa seni. Sebagai informasi bahwa dalam proses

pembuatan chart, grafik, tabel, dan sebagainya sering terjadi data yang error.

Ketika terjadi hal seperti itu, maka perlu diperiksa kembali jenis data yang

ada di data master (teks, angka, persentase, waktu, mata uang, dan

sebagainya). Kemudian langkah selanjutnya, kita juga perlu mengatur layout,

komposisi, theme colour, dan sebagainya. Sehingga data yang ditampilkan

tidak hanya tepat, namun juga nyaman dilihat.
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Gambar 5.16. Evidence Pembuatan chart, Tabel, Grafik

Tahap kegiatan kelima adalah mendesain halaman Google Data

Studio. Setelah chart, tabel, grafik, dan filternya berhasil kita buat, langkah

berikutnya adalah membuat tampilan Dashboard yang menarik. Pada tahap

ini faktor kreativitas lebih ditonjolkan dibandingkan kemampuan teknis.

Paling tidak kita harus dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut: a) tata

letak grafik, chart, dan tabel yang akan ditampilkan, b) memastikan tidak ada

space yang kosong, c) memastikan warna tema cocok dengan warna grafik

dan chart, d) memastikan style, ukuran font, shadow, dan sebagainya nyaman

dilihat.
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Gambar 5.17. Evidence Desain Halaman Google Data Studio

Tahap kegiatan keenam adalah review tampilan prototype Dashboard

Database. Setelah desain Dashboard Database selesai, penulis meminta saran dan

masukan dari mentor dan rekan kerja terkait apa saja yang perlu diperbaiki

sebelum Dashboard di publish. Dari berbagai arahan dan masukan, penulis

ringkas menjadi beberapa poin: a) perlu adanya page khusus demografi, b) data

perlu di-update dengan data hasil inpassing, c) perlu adanya tabel yang lebih

spesifik terkait jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Sekretariat DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, jika memungkinkan perlu juga dibuatkan

halaman login untuk mengakses Dashboard.
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Gambar 5.18. Evidence review Tampilan Prototype Dashboard

Tahap kegiatan ketujuh adalah publish Dashboard Database. Setelah

desain Dashboard Database selesai diperbaiki, penulis kemudian mempublish

Dashboard Database ini. Tahapan ini tidak serumit tahapan lainnya, karena hanya

perlu menautkan Dashboard Database pada Google Site. Proses ini juga sekaligus

melakukan inovasi lebih jauh dengan mencoba membuat Google Site dengan fitur

login.
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Gambar 5.19. Evidence Publish Dashboard

Tahap kegiatan kedelapan adalah melakukan update berkala atas data-data

yang masuk. Tahapan ini adalah bukti nyata bahwa Dashboard Database sangat

dinamis dan cocok untuk digunakan sebagai alat monitoring dan pengelolaan data.

Karena Dashboard Database tidak akan mengalami error meskipun data master

terus bertambah datanya. Secara otomatis penambahan data tersebut akan

ditampilkan pada Dashboard Database ini. Namun begitu tahapan kedelapan

dapat dibilang cukup kompleks, karena pada dasarnya tahapan ini adalah bentuk

pengulangan dari berbagai tahapan sebelumnya (mengulangi proses input,

cleaning, coding, dst).
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Gambar 5.20. Evidence update Data Berkala

Hasil analisis menunjukan bahwa kegiatan ketiga berkaitan dengan nilai

BerAKHLAK. Berorientasi Pelayanan, dapat dilihat dengan tindakan solutif untuk

memperbaiki database dengan pendekatan Dashboard, sehingga user lebih mudah

membaca data. Akuntabel, dapat dilihat dari kegiatan cleansing dan coding data

dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan visualisasi data nantinya.

Kompeten, dapat dilihat dari adanya pembelajaran dalam menggunakan Google

Data Studio dan Google Site. Harmonis, dapat dilihat dari terjalinnya hubungan

saling menerima dan menghargai setiap masukan terkait terkait tampilan

Dashboard database. Loyal, dapat dilihat dari pengaturan pembatasan akses (fitur

login), sehingga data rahasia aman karena hanya bisa dikelola oleh owner.

Adaptif, dapat dilihat dari tindakan proaktif dan kreatif membuat tampilan

Dashboard yang mudah dibaca, mudah diakses, dan nyaman dilihat. Terakhir,
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kolaboratif, dapat dilihat dari bukti bahwa kegiatan ini melibatkan mentor dan

rekan kerja, khususnya dalam hal desain Dashboard.

5.6. Pembuatan Infografis Dan Sosialisasi Dashboard

Setelah Dashboard Database selesai dibuat, maka langkah selanjutnya

adalah membuat infografis untuk membantu pengguna memahami Dashboard

tersebut. Infografis akan dibuat dalam bentuk yang sederhana, mengingat

Dashboard database bukanlah sebuah Aplikasi yang membutuhkan panduan

rumit. Pembuatan infografis dilakukan penulis dengan 5 tahapan kegiatan yang

dimulai dari minggu ke-4 Agustus 2022. Meskipun pembuatan infografis dan

sosialisasi Dashboard merupakan tahapan terakhir yang penulis lakukan, namun

secara teknis penulis akan terus melakukan update data secara berkelanjutan.

Tahap kegiatan pertama adalah diskusi dengan rekan kerja dan mentor

terkait pointer panduan/infografis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk

membuat informasi di infografis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penulis

melakukan diskusi dengan rekan kerja terkait dengan apa saja yang perlu

dijelaskan lebih jauh perihal Dashboard. Terdapat beberapa poin yang berhasil

penulis merangkum dari hasil diskusi tersebut, dimana hasil rangkuman ini akan

dijadikan dasar pada tahapan selanjutnya.
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Gambar 5.21. Evidence Diskusi Pointer Infografis

Tahap kegiatan kedua adalah membuat skenario untuk bahan

pembuatan infografis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan
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bahwa alur infografis sudah sesuai dengan pointer hasil diskusi sebelumnya.

Pembuatan skenario penting untuk mengevaluasi kembali konsep infografis

yang akan dibuat.
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Gambar 5.22. Evidence Skenario Infografis

Tahap kegiatan ketiga adalah berkoordinasi terkait pembuatan

infografis dengan rekan kerja. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk

memastikan bahwa produk infografis dibuat secara baik, tepat, dan mudah

dipahami. Selain itu, diskusi juga terkait dengan tema, pemilihan font, dan

warna. Sehingga tampilan infografis nyaman untuk dilihat.
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Gambar 5.23. Evidence Koordinasi Pembuatan Infografis

Tahap kegiatan keempat adalah pembuatan infografis di Canva. Proses ini

menjadi lebih cepat dikarenakan sebelumnya sudah direncanakan dengan matang,

baik melalui pembuatan skenario ataupun melalui diskusi dengan rekan kerja

terkait pemilihan template desain. Pembuatan infografis ini merupakan langkah

akhir sebelum akhirnya penulis melakukan sosialisasi Dashboard Database.

Adapun Dashboard Database, diberi nama sebagai “Dashboard Database

Terpadu” , mengingat bahwa database yang ditampilkan dalam Dashboard adalah
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data yang sudah terintegrasi dari berbagai sumber, berbagai jenis Jabatan

Fungsional, dan sebagainya.

Gambar 5.24. Evidence Infografis
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Tahap kegiatan kelima adalah sosialisasi Dashboard Database

Terpadu. Tahapan ini menjadi proses terakhir yang harus penulis lakukan

untuk menyelesaikan Aktualisasi. Tujuan utama sosialisasi Dashboard

Database Terpadu adalah untuk memberikan demonstrasi langsung terkait

dengan: a) pentingnya database Jabatan Fungsional binaan Setjen DPR RI, b)

arah inovasi database harus dibuat dalam bentuk Dashboard, c) pengenalan

dan cara menggunakan Dashboard Database Terpadu. Pengenalan

Dashboard ini menjadi satu kesatuan dengan acara Monev Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional, yang dihadiri oleh: 1) Kapus Kajian

Anggaran; 2) Kapus Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 3) Karo

Persidangan I; 4) Kapus Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 5) Kapus

Penelitian; 6) Kapus Pendidikan dan Pelatihan; dan 7) Karo Sumber Daya

Manusia Aparatur.
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Gambar 5.25. Evidence Sosialisasi/Pengenalan Dashboard Database

Hasil analisis menunjukan bahwa kegiatan ketiga berkaitan dengan nilai

BerAKHLAK. Berorientasi Pelayanan, dapat dilihat dari pembuatan infografis

dan kegiatan pengenalan Dashboard Database, yang tujuannya adalah untuk

membantu user menggunakan Dashboard. Akuntabel, dapat dilihat dari

pembuatan infografis yang teliti melalui pembuatan skenario dan diskusi konsep
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terlebih dulu. Kompeten, dapat dilihat dari pembelajaran menggunakan tools

desain infografis seperti Canva, sekaligus berlatih public speaking di depan tamu

undangan. Harmonis, dapat dilihat dari adanya perasaan saling membantu dan

mendukung dalam pembuatan infografis. Loyal, dapat dilihat dari tidak

diinformasikan cara mengakses sebagai administrator Dashboard Database

Terpadu pada infografis. Adaptif, dapat dilihat dari tindakan kreatif dan proaktif

membuat infografis yang sederhana namun bermakna sesuai tantangan era saat

ini. Terakhir, kolaboratif, dapat dilihat dari terciptanya hubungan saling

memberikan masukan dan saran terkait ide dan tema infografis dengan rekan

kerja.

5.7. Stakeholder

Proses penyusunan aktualisasi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang

terlibat di dalamnya. Para pihak yang terlibat beserta perannya dapat dilihat

berikut:

Tabel 5.5. Stakeholder

No Pihak Berperan

1
Kepala Bagian
Pembinaan Jabatan
Fungsional

-Dalam memberikan saran dan masukan
-Dalam leading arah pembuatan aktualisasi
(konsep, tema, tampilan, dsb)

-Dalam memberikan sumber informasi dan data
-Sebagai pengguna Dashboard database nantinya

2
Staf Bagian
Pembinaan Jabatan
Fungsional

-Dalam memberikan informasi dan masukan
-Dalam memberikan bantuan koordinasi data
masuk

-Sebagai pengguna Dashboard database nantinya

3
Perancang Aktualisasi
(Penulis)

-Sebagai developer dari database
-Sebagai editor dan pengelola Dashboard
database

4
Pejabat Fungsional
Binaan Setjen DPR RI

-Sebagai sumber data
-Sebagai target pembinaan berdasarkan data di
Dashboard database
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5.8. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam proses penyusunan produk aktualisasi terdapat beberapa kendala

yang perlu dihadapi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6. Kendala dan Strategi

No Kendala Strategi

1 Sumber data yang tersebar - Melakukan tracking terhadap sumber data di data master

2
Format kolom yang tidak
sama

- Melakukan standar penyusunan dan penyesuaian kolom
yang lengkap di data master

3
Pengaturan waktu pengerjaan
yang tabrakan dengan tugas
pekerjaan

- Mengalokasikan waktu diluar jam kantor untuk setting
data master ke Google Data Studio

4
Setting chart di Google Data
Studio cukup rumit

- Melakukan benchmarking untuk menemukan chart yang
sesuai dengan data yang ditampilkan

5
Google Data Studio tidak bisa
diberikan halaman akses login
untuk melihat visualisasi

- Menggunakan alat bantu lain untuk setting halaman login
(google site)

5.9. Analisis Dampak

Tabel 5.7. Analisis Dampak

Isu Ide Dampak Diharapkan

Belum optimalnya pengelolaan
data Jabatan Fungsional Binaan
Setjen DPR RI

Pembuatan Dashboard database
JF Binaan Setjen DPR RI yang
terpadu

1. Pertama, berdampak pada cepatnya
akses ke database ketika
dibutuhkan

2. Kedua, berdampak pada database
yang semakin terintegrasi

3. Ketiga, bahan pertimbangan
pembuatan aplikasi website
PERISAI menjadi lebih tepat

4. Keempat, monitoring instansi
pengguna JF menjadi lebih
terkelola

5. Pelayanan Bagian Pembinaan JF
menjadi lebih optimal
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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Aktualisasi yang dilakukan mengangkat isu mengenai belum optimalnya

pengelolaan data Jabatan Fungsional Binaan Setjen DPR RI di Bagian Pembinaan

Jabatan Fungsional, Biro SDMA. Langkah penulis dalam mengatasi permasalahan

tersebut adalah dengan pembuatan Dashboard Database terpadu. Adanya

Dashboard Database terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan proses

monitoring dan pengelolaan database. Terdapat beberapa kelebihan yang

didapatkan dengan pembuatan Dashboard Database terpadu ini. Pertama,

kebutuhan data dapat segera dipenuhi dengan waktu yang cepat. Kedua, askes

monitoring data lebih mudah. Ketiga, data menjadi lebih mudah dibaca oleh

siapapun. Terakhir, mengurangi risiko human error, seperti kesalahan edit ataupun

terhapus.

Kegiatan pertama dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah pembaruan

Google Form untuk unggah data JF binaan Setjen DPR RI dari berbagai daerah di

Indonesia. Terdapat 6 (enam) tahapan pada kegiatan pertama ini. Kegiatan kedua

adalah pembuatan data master dengan memanfaatkan spreadsheet dan advanced

formula, dengan 6 (enam) tahapannya. Kegiatan ketiga adalah pembuatan

Dashboard Database Terpadu, yang memiliki 8 (delapan) tahapan. Terakhir,

adalah kegiatan pembuatan infografis dan sosialisasi Dashboard, yang memiliki 5

(lima) tahapan. Dari berbagai kegiatan tersebut, kegiatan pembuatan Dashboard

database adalah kegiatan yang memiliki tingkat kerumitan paling tinggi. Selain

itu, kegiatan pembuatan Dashboard juga merupakan langkah inovasi yang berbeda

dari sebelumnya, dimana database hanya sampai pada file berupa excel atau

spreadsheet. Meskipun Dashboard Database telah selesai dibuat, namun penulis

akan terus melakukan update data secara berkala di luar kepentingan aktualisasi

Latsar.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya juga setelah dianalisis

sangat erat kaitannya dengan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, Smart ASN,

dan Manajemen ASN seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
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Pembuatan Dashboard Database Terpadu dianggap sangat membantu dalam

proses monitoring dan pengelolaan Data JF yang dilakukan oleh Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional Setjen DPR RI. Monitoring dan pengelolaan Data

JF Binaan Setjen DPR RI, sekarang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih

aman.

6.2. Saran

Proses penyusunan Aktualisasi yang dilakukan penulis, memberikan

beberapa pandangan yang berpotensi dapat diperbaiki dalam rangka

meningkatkan kualitas kegiatan secara keseluruhan. Pertama, dari sudut pandang

penyelenggaraan Latsar perlu diperbaiki pada aspek metode pelaksanaan. Metode

distance learning sangatlah inovatif karena memberikan ruang fleksibilitas pada

peserta Latsar. Namun penyelenggaraan metode distance learning perlu

mendapatkan treatment khusus, agar peserta latsar tetap memahami dan

menginternalisasi materi-materi yang diajarkan.

Saran kedua adalah terkait dengan proses pengembangan Dashboard

Database Terpadu, khususnya jika ada pihak-pihak yang ingin mengadopsi

pemanfaatan Dashboard ini. Penulis memberikan masukan agar database master

dibuat dulu dengan rapi sebelum di sinkronkan dengan Dashboard. Sehingga,

tidak perlu untuk melakukan sinkronisasi ulang setiap kali merombak database

master. Selain untuk menampilkan database pegawai, Dashboard sangat

direkomendasikan untuk membuat laporan hasil survei, misalnya kepuasan

pengguna layanan kepegawaian. Sehingga, ke depannya penggunaan Dashboard

akan lebih advanced dan beragam.

Saran selanjutnya adalah bagi unit kerja, yakni Bagian Pembinaan Jabatan

Fungsional. Pertama yang dapat disampaikan adalah dengan adanya Dashboard

Database Terpadu ini, maka tempat monitoring data harus sudah diarahkan ke

Dashboard bukan lagi ke data master. Kemudian untuk meningkatkan kualitas

Dashboard Database, maka update data secara berkala adalah perihal wajib.

Dengan demikian, seluruh pegawai di Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional

dituntut untuk terus berkoordinasi terkait dengan data Jabatan Fungsional yang

masuk. Pada akhirnya, langkah inovasi ini sudah seharusnya dikembangkan dan
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dieksplorasi lebih jauh oleh semua pihak terkait, agar menjadi ASN yang

kompeten, adaptif, dan smart.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Lembar Pengendalian Mentor
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Lampiran 2. Lembar Pengendalian Coach
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Lampiran 3. Ulasan Dashboard
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Lampiran 4. Laporan Mingguan Ke-2
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Lampiran 5. Laporan Mingguan Ke-3
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Lampiran 6. Laporan Mingguan Ke-4
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Lampiran 7. Surat Undangan Sosialisasi Dashboard
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Lampiran 8. Kerangka Acuan Kerja Sosialisasi Dashboard
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Lampiran 9. Surat Tugas Sosialisasi Dashboard
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